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Abstract

As being live to continue its clan, hence there are relation both into
marriage institute and with that marriage generate law , that is event suaatu which
in giving effect of by law by that because problem of marriage in our State is based
on religion law and State law. Problems is What the reason of raising of application
of cancellation of marriage, How consideration of judge in decision Justice Of
Religion of Tanjungkarang Number 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk, and How legal
consequences cancellation of marriage in decision Justice of Religion Number 157 /
Pdt.G / 2006 / PA.TNK. This Research use method approach of empiric and
normatif, source of data of sekunder Data collecting primary data and done with
bibliography study and field study and analysis qualitative.. Result of research of
reason raising of application of cancellation of marriage is done nuptials between
sued I and sued II there no permission of plaintiff, Consideration of judge is the
nuptials null and void because of existence of forgery of identity by Sued I with
widower status, while Sued I still has valid wife husband relation, with plaintiff.
Besides Sued I nor there is approval of valid wife ( Plaintiff), which is arranged in
section 5 sentence ( 1), legal consequences cancellation of marriage its cancelation
of marriage and Sued can raise other legal effort that is comparing.

Keyword; Decision Justice, Cancellation, marriage.

akibat-akibat oleh hukum oleh karna itu
masalah perkawinan di Negara kita di-
landasi hukum agama dan hukum Negara.
Di dalam suatu perkawinan akan
terpadu dua kepentingan yaitu lahiriah dan

I. PENDAHULUAN

Tuhan  menciptakan  manusia
berpasang-pasangan dengan dua jenis

kelamin yang berbeda antara pria dan

wanita. Sebagai mahluk hidup untuk
meneruskan keturunannya, maka terdapat
hubungan keduanya kedalam suatu
lembaga perkawinan dan dengan per-
kawinan itu menimbulkan suatu pristiwa
hukum, yaitu suaatu peristiwa yang di beri

batiniah sebagai suatau anugrah Tuhan
Yang Maha Esa. Oleh karna itu rumah
yang bahagia dan sejahtera
tujuan yang Iluhur dari

tangga
merupakan

pasangan suami isteri hal ini tercemin dari
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun




1974 yang berbunyi sebagai berikut :
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang Wwanita
sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk kluarga. Rumah tangga yang
bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa“, menurut kompilasi
Hukum Islam Perkawinan adalah prni-
kahan yaitu akad yang sangat kuat atau
miitsaagan gholidzan untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah. Sedangkan menurut
Hukum Islam Perkawinan adalah suatu
perjanjian yang suci antara seorang laki-
laki dengan seorang wanita untuk mem-
bentuk keluarga bahagia.

Jadi perkawinan itu adalah suatu
akad (perjanjian) yang suci untuk hidup
sebagai suami isteri yang sah, membentuk
keluarga bahagia dan kekal.pada asasnya
dalam suatu perkawinan seorang pria
hanya boleh mempunyai seorang isteri, hal
ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974. Dan dalam
hal tersebut pengadilan dapat memberi
izin kepada seorang suami untuk beristeri
lebih dari seorang apabila di kehendaki
oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Adapun izin tersebut menurut Pasal 4 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
dapat di berikan dalam hal apabila :

a. Isteri tidak dapat menjalankan ke-
wajibannya sebagai isteri,

b. Isteri mendapat cacat badan Atau
penyakit yang tidak dapat di sem-
buhkan;

c. Isteri tidak dapat melahirkan ketu-
runan

Adapun pengajuan permohonan
Kepada Pengadilan mengenai izin beristeri
lebih dari seorang harus memenuhi syarat-
syarat salah satu syarat tersebut yaitu

adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
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Apabila tidak ada persetujuan maka

perkavifixlan tersebut dapat di batalkan,

sebagaimana yang terjadi dalam putusan

Pengadilan Agama no.157/Pdt.G/2006/

PA.Tnk.

Berdasarkan latar belakang di atas
yang menjadi permasalahannya dalam
penelitian ini adalah:

a. Apa alasan diajaukannya permohonan
pembatalan perkawinan dalam put-
usan Pengadilan Agama Tanjung-
karang Nomor 157/Pdt.G/2006/PA.
Tnk ?

b. Bagaimana pertimbangan hakim
dalam putusan Pengadilan Agama
Tanjungkarang Nomor 157/Pdt.G
/2006/PA. Tnk ?

c. Bagaimana akibat hukum pem batalan
perkawinan dalam putusan Penga-
dilan Agama Nomor 157 /Pdt.G/
2006/PA.Tnk ?

II. PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti majaji
(mathaporic) atau arti hukum ialah akad
(perjanjian) yang menjadikan halal hu-
bungan seksual sebagai suami istri antara
seorang pria dengan seorang Wwanita.
Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad
artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti
perjanjian suci untuk mengikatkan diri
dalam perkawinan antara seorang wanita
dengan seorang pria membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal (abadi). (Error!
Hyperlink reference not valid. diakses
tanggal 15 november 2011) '

Menurut Pasal 1 Undang-Undang
No.1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan
lahir batin antara seeorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan




tujuan membentuk keluarga (rumah

tetangga) yang bahagia dan kekal, ber-

dasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan menurut Pasal 2 Un-
dang-undang Kompilasi Hukum Islam
Perkawinan adalah Pernikahan, yaitu akad
yang sangat kuat atau miitsaagan gho-
liidhan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.

Jadi perkawinan itu adalah suatu
akad (perjanjian) yang suci untuk hidup
sebagai suami istri yang sah, membentuk
keluarga bahagia dan kekal, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian yang suci antara seorang
pria dengan seorang wanita.

2. Membentuk Kkelurga bahagia dan
sejahtera (makruf, sakinah, maladdah
dan warohmah).

3. -Kebahagiaan yang kekal abadi penuh
kesempurnaan baik moral materil
maupun spiritual.

Alasan Diajukan Permohanan Pem-
Batalan Perkawinan dalam Putusan
Pengadilan Agama Tanjung karang
Nomor : 157/Pdt.G/2006 /PA.Tnk

Bahwa tergugat berdasarkan guga-
tannya pada tanggal 02 Mei 2006 yang
terdaftar di Kepanitraan Pengadilan
Agama Tanjungkarang tanggal 02 Mei
2006 dengan perkara Nomor : 157/Pdt.
G/2006/PA.Tnk telah mengajukan gugatan
pembatalan perkawinan dan yang menjadi
dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ada-
lah suami istri yang sah baik ditinjau
dari hukum agama maupun hukum
Negara. hal ini sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah No 1070/65011/93 (akan
penggugat ajukan sebagai alat bukti
pada saat pembuktian nantinya)

Bahwa selama dalam ikatan perka-
winan antara Penggugat dan Tergugat
[ telah dikaruniai tiga orang anak yang
masing-masing bernama :
a. Malinda rosyita Anjani, lahir
pada tanggal 16 Desember 1993
di padang Propinsi Sumatera
Barat
b. Cahya Intan Meylasari, lahir pada
tanggal 12 Mei 1997 di Pekan
Baru Propinsi Riau
c¢. Amanda Maritza amalina, lahir
pada tanggal 4 Desember 2004 di
Bandar Lampung Propinsi Lam-
pung
Bahwa selama berlangsungnya per-
kawinan antara Penggugat dan Ter-
gugat [ tidak pernah sama sekali
mengalami masalah yang berarti
melainkan berlangsung dengan har-
monis serta Penggugat masih dalam
kondisi sehat wal afiat tanpa kurang
sesuatu apapun sehingga masih
mampu memenuhi segala kebutuhan
suami (Tergugat I) dan juga siap
dalam mendidik anak-anak namun
tanpa setahu dan tanpa seizin Peng-
gugat ternyata pada bulan April 2005
Tergugat 1 telah melangsungkan
perkawinan dengan Tergugat II yang
beralamat sebagaimana tersebut di
atas.
Bahwa sesuai dengan hukum yang
berlaku sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan yang tepatnya
dalam Pasal 5 ayat (1) yang intinya
menyatakan “Untuk dapat mengaju-
kan pemohonan kepada Pengadilan
untuk beristri lebih dari seorang harus
ada persetujuan dari istri yang sah”.
Oleh karena demikian, maka perka-
winan yang telah dilakukan antar
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Tergugat 1 dan Tergugat II adalah
perkawinan yang tidak sah secara
hukum.

5. Bahwa pada saat berlangsungnya per-
kawinan antara Tergugat I dan Ter-
gugat Il menurut pengakuan Tergugat
I pada awal-awalnya dilakukan nikah
secara dibawah tangan dan selan-
jutnya (katanya) dilakukan nikah lagi
secara resmi dan ada buku nikah,
namun sayang sekali buku nikah
tersebut telah disembunyikan oleh
Tergugat II, apapun namanya kedua
kali nikah tersebut yang telah dila-
kukan antara Tergugat I dan Tergugat
II sama sekali tanpa setahu dan tidak
seizin Penggugat dan hingga saat ini
Penggugat tidak ridho terhadap per-
nikahan tersebut

6. Bahwa bila dihubungkan dengan pasal
22 dari Undang-Undang No.l1 Tahun
1974 tersebut yang menyatakan
perkawinan dapt dibatalkan apabila
para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perka-
winan”. Dengan demikian sungguh
sangat tepat apabila Penggugat untuk
membatalkan perkawinan dimaksud.

7. Bahwa sehubungan dengan hal ter-
sebut Permohonan menderita lahir dan
batin, tidak sanggup lagi meneruskan
rumah tangga dengan Termohon dan
oleh karenannya Pemohon menga-
jukan Permohonan ini.

Berdasarkan penjelasan dan uraian

di atas bersama ini penggugat memohon

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

kiranya berkenan memanggilkan kami

para pihak yang bersangkutan perkara ini
untuk dapat hadir dalam persidangan pada
tanggal dan hari yang Bapak tentukan,
selanjutnya mohon Majelis Hakim yang

mulia dapat memberi

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
untuk seluruhnya

2. Menyatakan Penggugat adalah Peng-
gugat yang beritikad baik

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat
I adalah benar suami istri yang sesuai
menurut hukum yang berlaku.

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat
II telah melangsungkan perkawinan
secara tidak sah.

5. Membatalkan perkawinan Tergugat I
dan Tergugat II

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat
II untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini dari
awal sampai akhir

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalan-
kan terlebih dahulu meskipun Tergu-
gat I dan tergugat II mengajukan
banding, kasasi, atau peninjauan kem-
bali.

8. Bila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon kiranya dapat memberikan
putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan dari isi gugatan di
atas menunjukkan bahwa perkawinan
antara Tergugat I dan Tergugat II melang-

gar Undang-Undang No. 1 tahun 1974

tentang perkawinan yang tepatnya dalam

Pasal 5 ayat 1 yang intinya menyatakan :

“Untuk dapat mengajukan permohonan

kepada pengadilan untuk beristri lebih

lebih dari seorang harus ada persetujuan
isteri yang sah” dan bila dihubungkan
dengan Pasal 22 Undang-undang No.l

Tahun 1974 yang menyatakan : “perka-

winan dapat dibatalkan apabila para pihak

tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan”.

putusan yang
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Adapun syarat-syarat tersebut
yaitu:
a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-
isteri

b. Adanya kepastian bahwa suami mam-
pu menjamin keperluan-keperluan
hidup isteri-isteri dan anak-anak
mereka

¢. Adanya jaminan suami mampu men-
jamin  keperluan-keperluan  hidup
isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Sedangkan perkawinan yang dilaku-
kan oleh Tergugat I (suami) dan
tergugat II tanpa izin dan Penggugat
(isteri) sehingga perkawinan tersebut
dianggap tidak memenuhi syarat.

Permohonan gugatan Penggugat
itu dapat diperinci menjadi dua macam
yaitu permohonan primair dan permo-
honan subsidair. Permohonan primair
merupakan permohonan pokok dan per-
mohonan subsidair merupakan permo-
honan pengganti. Dalam permohonan
subsidair diatas menunjukkan bahwa
Penggugat dalam gugatannya menam-
bahkan kata-kata memberikan putusan
yang seadil-adilnya karena dimungkinkan
Hakim dapat memberikan putusan yang
lain dari yang dimohonkan jika itu
dianggap adil oleh hakim yang memimpin
sidang.

Dalam proses pemeriksaan perkara
Nomor ; 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk ini peng-
gugat mengaju kan gugatan pada Penga-
dilan agama yang mewilayahi tempat
tinggal Tergugat, dalam hal ini kepada
Pengadilan Agama Tanjungkarang dan
dialamatkan kepada Ketua Pengadilan
Agama Tanjungkarang, ini berarti sesuai
dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR
dan Pasal 142 ayat (1) RBg yang
menentukan bahwa surat permohonan
gugatan _ dialamatkan _kepada KETUA

Pengadilan yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal tergugat.

Surat permohonan gugatan dise-
rahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Tanjung Karang pada tanggal 2 Mei 2006,
setelah memenuhi persyaratan adminis-
trasi maka gugatan tersebut didaftarkan
dalam buku register dan diberi Nomor :
157/Pdt.G/2006/PA.Tnk. Surat gugatan
yang telah didaftarkan ini diteruskan
kepada Ketua Pengadilan Agama. Selan-
jutnya Ketua Pengadilan Agama menunjuk
Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini yaitu :

a. Drs. Hi. Hasan Faiz Bakry, sebagai
Hakim Ketua
b. Drs. Masirar Malkan, sebagai Hakim

Anggota

¢. Drs. Hafni Nalisa, sebagai Hakim
Anggota

d. Hj. Soleha, S.Ag, sebagai Panitera
Pengganti

Setelah mempelajari berkas per-
kara Ketua Majelis hakim yang telah
ditunjuk menentukan hari dan tanggal
sidang pertama, dalam hal ini Majelis
Hakim akan mempertimbangkan dan
memperhatikan waktu antara sidang per-
tama dengan hari dan tanggal pemanggilan
pihak-pihak, sehingga pemanggilan ter-
sebut memenuhi perundang-
undangan

Bahwa pada hari persidangan yang
telah ditetapkan Penggugat serta kuasa
hukumnya Tergugat I dan Tergugat II
serta kuasa Hukumnya hadir dipersi-
dangan kemudian Majelis Hakim telah
berupaya mendamaikan penggugat dan
Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa
hukum masing-masing agar mengakhiri
sengketa akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil

syarat
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Bahwa pada sidang kedua tanggal

29 Juni 2006, gugatan Penggugat dibaca-

kan yang isinya ada perubahan, yaitu pada

posita angka 3 (tiga) pernikahan antara

Tergugat 1 dan tergugat II terjadi pada

tanggal 22 april 2005 dan pada petitum

angka 4 (empat) tanggal 22 April 2005

adalah tanggal pernikahan Tergugat I dan

Tergugat 1I. Bahwa pada persidangan

tanggal 20 Juli 2006 Tergugat I dan

Tergugat II mengajukan jawaban yang

pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat adalah isteri
sah Tergugat I sebagaimana disebut
dalam gugatan posita poin 1, yang
pernikahannya berlangsung di Jepara,
jawa Tengah pada tanggal 14 April
1992.

2. Bahwa benar dari perkawinan antara
penggugat dan Tergugat I telah dika-
runiai tiga orang anak seperti disebut
dalam gugatan posita poin ke 2 yang
mana tiga orang anak tersebut se-
muanya brjeis kelamin perempuan.

3. Bahwa sejak perkawinan antara Ter-
gugat I dengan Penggugat selalu
hidup dalam satu rumah tangga dan
Tergugat I sebagai suami dari Peng-
gugat selalu memenuhi kewajiban
lahir batin terhadap penggugat dan
tetap memelihara hubungan kasih
sayang layaknya terhadap isteri dan
hingga saat ini Tergugat I dan
Penggugat masih Ibadah Haji pada
tahun 2003.

4. Bahwa demikian juga Tergugat I se-
bagai ayah tiga orang anak perempuan
yang telah lahir melalui rahim
Penggugat, Tergugat I selalu me-
menuhi kewajibannya memberi naf-
kah lahir, kasih sayang, dan pen-
didikan terhadap ketiga orang anak
tersebut dan tidak perrnah Tergugat I

melalaikan  kewajibannya  selaku
orang tua apalagi menelantarkannya.
Bahwa benat Tergugat 1 telah me-
lakukan perkawinan dengan Tergugat
Il pada tanggal 22 April 2005 di
bandar Lampung yang sebelumnya
diawali dengan perkawinan siri,
dimana hal ini secara lisan Tergugat I
telah menyampaikan kepada Peng-
gugat selaku isteri untuk mengizinkan
perkawinan antara Tergugat I dan
Tergugat II sebagai perkawinan yang
kedua.

Bahwa Tergugat telah memohon ke-
pada Penggugat untuk meridhoi dan
merestui perkawinan tersebut dengan
menyatakan bahwa Tergugat I tidak
ingin menceraikan Penggugat dan
menjamin tidak akan menelantarkan
Penggugat beserta ketiga orang anak-
nya dan berusaha untuk selalu berlaku
adil.

Bahwa meskipun Penggugat secara
lisan mengatakn tidak meridhoi tetapi
tidak ada tanda-tanda maupun peng-
gugat untuk menghalangi berlang-
sungnya perkawinan antara Tergugat I
dan tergugat II, sehingga Tergugat I
tetap dengan mulus dan lancar dapat
melangsungkan perkawinan dengan
Tergugat I . dengan demikian secara
tersirat Tergugat I merasa bahwa
sesungguhnya Penggugat telah meres-
tui Tergugat I untuk melangsungkan
perkawinan dengan Tergugat II, na-
mun hal tersebut tidaklah mungkin
untuk tersurat.

Bahwa perkawinan antara tergugat I
dan Tergugat II adalah atas dasar suka
sama suka dimana pada saat itu
Tergugat II berstatus sebagai janda
dengan satu orang anak laki-laki
berumur 9 tahun. Perkawinan antara
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10.

Ly

Tergugat I dan Tergugat II pada

tanggal 22 April 2005 dilakukan

menurut Hukum sebagai agama yang

dianut oleh Tergugat I dan Tergugat 11

dan telah dicatat oleh Petugas Penc-

atat Nikah di Bandar Lampung.

Beberapa alasan tergugat |

mengawini Tergugat II adalah :

a. Untuk menghindari perbuatan
zina dan dosa besar.

b. Tergugat I sangat mendambakan
untuk memiliki anak laki-laki.

c. Penggugat pernah pergi dari ru-
mah tanpa izin Tergugat I sebagai
suami untuk bertemu laki-laki
lain.

Bahwa dengan demikian perkawinan

antara Tergugat [ dan tergugat Il yang

telah berlangsung di Bandar Lampung
pada tanggal 22 April 2005 adalah sah

sebagaimana diatur dalam Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, oleh karena itu tidak

dapat dibatalkan.

Bahwa tergugat I telah menyatakan

kepada penggugat akan pendirian

Tergugat I yang tetap ingin bersatu

dengan penggugat dan juga tidak

bersedia untuk menceraikan Tergugat

IT bahkan tergugat I berkeinginan agar

penggugat dan tergugat II dapat hidup

rukun bersama sebagai istri-istri

tergugat I.

Bahwa tergugat I sangat terkejut saat

menrima gugatan Pembatalan Per-

kawinan dari Penggugat, karena Peng-
gugat tidak pernah membicarakan
kepada tergugat I sebagi suami yang
masih hidup bersama penggugat,
sehinnga timbul pertanyaan dibenak
tergugat | Mengapa Demikian?

Padahal Tergugat I pernah menyata-

abila

kan kepada  Penggugat  apabila ________  te

Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk... (EJ' lina. B)

12,

masalah perkawinan antara Tergugat I
dan Tergugat II diperkarakan berarti
membuka aib keluarga sendiri dan
tergugat 1 sebagai suami tidak me-
ridhoinya.

Bahwa secara jelas dan nyata per-

kawinan antara Tergugat I dan Ter-

gugat II yang berlangsung tanggal 22

April 2005 di bandar Lampung adalah

sah telah memenuhi syarat dan rukun

secara agama islam dan demikian juga
menurut Hukum Negara Perkawinan
telah dicatat sebagaimana mestinya
oleh karena itu tidak dapat dibatalkan.

Terlebih lagi dalam hal ini dalam

instansi pencatat dan penerbit akta

Nikah tidak ikut digugat sebagai

pihak dalam perkara ini, dengan kata

lain gugatan kurang pihak.

a. Bahwa benar antara Tergugat II
dan Tergugat I telah melang-
sungakan perkawinan pada tang-
gal 22 April 2005 di Bandar lam-
pung yang dilandasi rasa suka
sama suka yang pelaksanaannya
berdasarkan syareat adgama is-
lam dan telah dicatat oleh petugas
Pencatat Nikah di Bandar Lam-
pung

b. Bahwa sebelum perkawinan ter-
sebut dilangsungkan, Tergugat I
melamar Tergugat II kepada
orang tua dan keluarga Trgugat II
dan dalam pelaksanaan akad
nikah Dbertindak sebagai wali
adalah ayah kandung tergugat II
yaitu Ansory Kusumayuda. Ter-
gugat I memberikan mas kawin
berupa cincin seberat 7 gram
yang dibayar tunai kepada Ter-
gugat II.

c. Bahwa pada bulan Juni 2005

tergugat [ berpindah tugas dari
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Bandar Lampung ke Medan,
Sumatera Utara dan bersama
Penggugat beserta anak-anaknya
juga berpindah domisili ke kota
Medan. Pada tanggal 05 Juni
2005 ayah kandung Tergugat II
meninggal dunia di Bandar Lam-
pung akibat sakit yang dideri-
tanya satu tahun lebih.

Bahwa pada saat perkawinan an-
tara Tergugat II dengan Tergugat
I berlangsung, status tergugat II
adalah janda satu orang’ anak laki-
laki berusia 9 tahun dimana
Tergugat II telah menggugat cerai
terhadap suami terdahulu karena
tidak mampu menghadapi keke-
rasan dalam rumah tangga dan
telah diputus pada tanggal 10 mei
1998 di Pengadilan Agama tan-
jung Karang.

Bahwa tergugat Il sangat berhati-
hati untuk melakukan perkawinan
kembali dan oleh karena itu kei-
nginan Tergugat I untuk menikahi
Tergugat II dengan menerima
status Tergugat II dan anak
Tergugat II secara utuh adalah
merupakan kehormatan sendiri
bagi Tergugat II juga keluarga
Tergugat II namun tetap melalui
proses sebagaimana tahap dan
prosedur perkawinan yang lazim
dilakukan.

Bahwa perkawinan antara Ter-
gugat I dan tergugat II bermula
dari inisiatif Tergugat I yang
menyatakan tidak ingin berzina
dan tidak ingin menjadikan Ter-
gugat II sebagai pemeliharaan
atau istri simpanan/tersembunyi,
tetapi ingin secara terang dan
resmi menempatkan Tergugat II

sebagai istri yang sah, tergugat II
pun telah menyatakan siap untuk
berstatus sebagai istri kedua dan
akan tahu diri akan status ter-
sebut.

Bahwa keinginan Tergugat I ter-
sebut diunggkapkannya kepada
orang tua Tergugat II dan ke-
luarga Tergugat II, sehingga
orang tua dan keluarga Tergugat
IT dapat menerima dan merestui
perkawinan antara Tergugat I dan
Tegugat I1.

Bahwa perkawinan tersebut, Ter-
gugat II tidak menuntut nafkah
lahir atau materi dari tergugat I
secara mutlak sehingga sejak
perkawinan berlangsung antar
Tergugat I dan Tergugat II tidak
ada pembagian jadwal ataupun
jatah nafkah lahir maupun batin
dari tergugat I untuk tergugat II
yang ditentukan. Bahkan Ter-
gugat II tetap memberikan dor-
ongan terhadap tergugat I agar
selalu bekerja dengan baik dan
terus memelihara keharmonisan
rumah tangganya dengan peng-
gugat dan anaknya

Bahwa Tergugat II sebagai se-
orang wanita dan seorang ibu
hanya mendambkan status istri
dari perkawinan yang tidak sah
dan adanya kasih sayang serta
perhatian dari Tergugat I kepada
Tergugat Il dan anak tergugat II.
Sejak perkawinan layakna suami
istri antar tergugat I dan Tergugat
IT belum tentu bisa bertemu satu
bulan satu kali dan komunikasi
antara tergugat 1 dan tergugat II
tetap terjalin hanya melalui pem-
bicaraan telpon.
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Bahwa tidak benar tergugat II
telah menyembunyikan buku
nikah, tergugat I seperti disebut
dakam gugatan posita poin 5 dan
perlu disadari penyimpanan buku
nikah tersebut memang bukanlah
merupakan hak dari pengugat.
Bahwa secara jelas dan tegas
Tergugat II menyatakan per
kawinan antara Tergugat I dan
tergugat II pada tanggal 22 April
2005 di Bandar lampung adalah
Sah : baik ditinjau dari segi
hukum negara maupun hukum
agama. Selain daripda itu sejak
perkawinan tersebut berlangsung,
keutuhan Rumah tangga Peng
gugat dan tergugat I tidak pernah
mengalami goncangan dan kere-
takan yang mana hinggasaat ini
mereka masih bersatu secara utuh
layaknya suami istri dalam satu
rumah tangga harmonis.

Bahwa gugatan pembatalan per-

kawinan dari penggugat terhadap

perkawinan tergugat [ dan Ter-
gugat II adalah gugatan yang
tidak beritkad baik dan tidak
memiliki alasan yang kuat dan
diberikan secara hukum, maka
gugatan tersebut patut untuk dito-
lak atau setidak-tidaknya dinyata-
kan tidak dapat diterima. Bahwa
selain jawaban tersebut diatas

Tergugat II mengajukan gugatan

rekonpensi sebagai berikut :

1). Bahwa adanya gugatan peng-
gugat dalam konpensi/Ter-
gugat dalam Rekopensi telah
membuat diri tergugat Il
dalam konpensi /penggugat
dalam rekonpensi terkejut
dan bahkan membuat diri

2.

S
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Tergugat II dalam kon-
pensi/Penggugat dalam Re-
konpensi masih trauma de-
ngan persidangan di Penga-
dilan Agama.

Bahwa dalam berlangsung-
nya perkawinan antara Ter-
gugat I dan Tergugat II
dalam Konpensi/penggugat
dalam Rekonpensi, maka pi-
hak peng gugat dalam rekon-
pesi adalah sebagai pihak
yang pasif dan hanya mene-
rima dan memenuhi ke-
inginan dan permintaan dari
Tergugat I dalam Konpensi
yang menjamin tidak akan
ada masalah dengan peng-
gugat dalam konpensi/ter-
gugat dalam rekonpesi. Bah-
kan pada suatu saat diharap-
kan antara tergugat II dalam
konpensi/penggugat  dalam
rekonpensi dan peng gugat
dalam konpensi/tergugat da-
lam rekonpensi dapat hidup
rukun dan damai sebagai
istri-istri Tergugat I dalam
kompensi

Bahwa tidak pernah terlintas
dibenak Tergugat II dalam
konpensi/penggugat  dalam
Rekonpensi untuk meng-
hancurkan rumah tangga
penggugat dalam konpensi/
Tergugat dalam rekonpensi
dan ini dapat dilihat dari
kehidupan rumah tangga
perkawinan tergugat I dalam
konpensi dengan penggugat
dalam alam konpensi dengan
tergugat dalam rekonpensi
kon;zensifter ugat dalam re-
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4).

5)

6).

konpensi yang hingga saat ini
masih utuh dan harmonis.
Bahwa antara penggugat
dalam rekonpensi /tergugat II
dalam konpensi dengan ter-
gugat dalam rekonpensi/
penggugat dalam kompensi
sampai saat ini belum pernah
dan memang -tidak saling
mengenal serta tidak pernah
ada upaya untuk menyelesai-
kan maslah diluar Pengadilan
se belum gugatan dilakukan
oleh Penggugat dalam kon-
pensi/tergugat dalam rekon-
pensi, sehingga nampak jelas
penggugat dalam konpensi
/tergugat dalam rekonpensi
tidak memiliki itikad baik
terhadap tergugat II dalam
konpensi/penggugat  dalam
rekonpensi.

Bahwa nyata-nyata gugatan
penggugat dalam konpensi
/tergugat dalam rekonpensi
yang ditujukan kepada ter-
gugat I dan Tergugat II da-
lam konpensi /penggugat da-
lam rekonpensi telah men-
jurus pada penghinaan ter-
hadap tergugat II dalam kom-
pensi/penggugat dalam re-
konpensi dan merendahkan
martabat penggugat dalam
rekonpensi dan keluarga
bahkan juga telah meng-
ganggu Kketentraman jiwa
anak penggugat dalam rekon-
pensi yang -masih belum
dewasa.

Bahwa tindakan penggugat
dalam kompensi/tergugat da-
lam rekonpensi tanpa seizin

5

R).

suami dan tanpa upaya mu-
syawarah dan dengan cara
membabi buta adalah me-
rupakan tindakan yang ber-
tentangan dengan hukum dan
melanggar hak  subjektif
orang lain serta kaidah tata
susila dan juga bertentangan
dengan azaz kepatutan, teliti
dan kehati-hatian yang meru-
pakan unsur dari perbuatan
melawan hukum.

Bahwa pebuatan penggugat
dalam konpensi/tergugat da-
lam Rekonnpensi nyata-nyata
telah menimbulkan kerugian
bagi tergugat II dalam kon-
pensi/penggugat dalam re-
konpensi berupa tersitanya
waktu kerja dan untuk anak
sekeluarga, terganggunya
persaan tentram dalam kehi-
dupan bahkan adanya potensi
yang dapat menimbul kan
pencemaran nama baik ke-
luarga besar Tergugat II da-
lam kompensi/penggugat da-
lam rekonpensi yang men-
jurus kepada fitnah dan
merupakan perbuatan me-
lawan hukum dari Penggugat
dalam  Konpensi/Tergugat
dalam Rekonpensi.

Bahwa adanya keruggian
inmaterial yang diderita oleh
Tergugat II dalam konpensi/
penggugat dalam Rekonpensi
akibat dari perbuatan dari
melawan hukum oleh peng-
gugat dalam konpensi/ ter-
gugaat dalam rekonpensi di-
nilai sebesar Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah).
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Berdasarkan hal-hal yang
telah diuraikan tersebut di
atas, maka mohon kiranya
yang Mulia Majelis Hakim
yang memeriksa jawaban ini
dan akhirnya memutuskan.
Dalam Eksepsi, menolak gu-
gatan penggugat untuk selu-
ruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan tidak
dapat diterima karena kurang

pihak dalam konpensi:
a). Menolak gugatan peng-
gugat untuk seluruhnya.

b). Menyatakan penggugat
yang tidak beritikad
baik, menyatakan perka-
winan antara tergugat I
dan tergugat II adalah
sah  menurut hukum
agama islam maupun
hukum Negara republik
Indonesia.

c). Menyatakan perkwinan
tergugat 1 dengan ter-
gugat II yang telah
terjadi pada tanggal 22
April 2005 tidak dapat
dibatalkan.

Dalam rekonpensi:

a). Mengabulkan gugatan
pengugat dalam rekon-
pensi untuk seluruhnya

b). Menyatakan tergugat da-
lam Rekonpensi telah
melakukan  perbuatan
melawan hukum yang
mengakibatkan kerugian
immaterial yang diderita
penggugat dalam rekon-
pensi.

¢). Menghukum  Tergugat

membayar uang sebesar
Rp 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) segera
dan tunai kepada peng-
gugat dalam Rekonpensi.

Dalam Konpensi dan
Rekonpensi, Membebankan
segala biaya yang timbul
dalam perkara kepada Peng-
gugat dalam konpensi/ter-
gugat dalam rekonpensi

Apabila yang Mulia
Majelis hakim yang meme-
riksa perkara lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang
ke 4 (empat) tanggal 31 juli
2006 Penggugat mengajukan
Replik sebagaimana tersebut
dalam Berita Acara Sidang
Perkara ini.

Bahwa pada sidang
ke 5 (lima) tanggal 14 Agus-
tus 2006 Tergugat I dan Ter-
gugat II mengajukan Duplik
yang pada pkoknya mem-
pertahan kana dan tetap da-
lam pendirian semula seba-
gaimana jawaban Tergugat I
dan Tergugat II terdahulu.

Menimbang bahwa
untuk menguatkan dalil-dalil
gugatan Penggugat telah me-
ngajukan alat-alat bukti di
persidangan sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 283-
284 R.Bg sebagai berikut :
Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kutipan akta
nikah atas nama Peng-
gugat dan Tergugat I
(telah dilegalisir), Nomor :

dalam Rekonpensi untuk 1070/65/11/1993, kemu-
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dian di cocokkan dengan
aslinya dan ternyata sa-
ma lalu diberi kode Pg. 1;
Fotokopi kutipan Akta
Kelahiran anak Peng-
gugat dan Tergugat yang
bernama “MALINDA
ROSITA ANJANI” (te-
lah dilegalisi), Nomor :
3013/1/1993, yang dike-
luarkan Kepala Kantor
catatan sipil kotamadya
Padang tanggal 20 De-
sember 1993, kemu dian
dicocokan dengan asli-
nya dan ternyata sama
lalu diberi kode Pg 2
Fotokopi Kutipan Akta
Kelahiran anak Peng-
gugat dan tergugat yang
beranama “CAHAYA
INTAN MEILASARI”
(telah dilegalisir) Nomor
: 1341/1/1997, yang di-
keluarkan oleh Kepala
Kantor catatan  Sipil
Kotamadya Pekanbaru
tanggal 09 juli 1997,
kemudian dicocokan de-
ngan aslinya dan ter-
nyata sama lalu diberi
kode Pg. 3;

Fotokopi kutipan Akta
Kelahiran anak penggu-
gat dan Tergugat yang
bernama  “AMANDA
MARITZA AMALINA”
(telah dilegalisir), No-
mor 474.1/U/06246/14/
2006, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Ke-
pendudukan Kota Ban-
dar Lampung tanggal 28

Desember 2004, kemu-
dian dicocokan dengan
aslinya dan ternyata sa-
ma lalu diberi kode Pg. 4.
Fotokopi Kartu Keluarga
atas nama Tergugat I
(telah dilegalisir), No-
mor : 020513/01/07277,
yang dikeluarkan oleh
Camat Ke camatan Me-
dan Selayang Kota Me-
dan Sumatra Utara tang-
gal 27 November 2001,
kemudian dicocokan de-
ngan aslinya dan ter-
nyata sama lalu diberi
kode Pg 5
Kutipan Akta Nikah atas
nama Tergugat I dan
Tergugat II, Nomor
258/40/1V/2005, kemu-
dian dicoco kan dengan
aslinya dan ternyata sa-
ma lalu diberi kode Pg. 6.
Bahwa wuntuk me-

nguatkan dalil gugatannya
Penggugatt juga mengajukan
2 (dua) orang saksi sebagai
berikut :

L.

EKA SRI KANDINI
WIRANTI binti YOYO
WIKARY A,umur 39 ta-
hun agama islam, peker-
jaan ibu rumah Keca-
matan Tanjung Senang
Kota Bandar Lampung,.

SANDRA EKSI
WULANDARI binti
SAHURI SARYO, umur
39 tahun, agama islam,
pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat ting-
gal di jalan Kemuning II
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Nomor 37 Kelurahan

Rawa Laut Kecamatan

Tanjung Karang Timur

Kota Bandar Lampung.

Bahwa kedua
saksi tersebut memberi-
kan keterangan di bawah
sumpahnya sebagai beri-
kut :

a. Bahwa saksi kenal
dengan Penggugat
dan tergugat I tapi
tidak kenal dengan
Tergugat II.

b. Bahwa Tergugat I
telah menikah lagi
dengan perempuan
lain tanpa sepenge-
tahuan Penggugat.

Bahwa atas kete-
rangan kedua orang saksi
tergugat I mengaku bah-
wa ia telah menikah de-
ngan tergugat II pada ta-
hun 2005 sedangkan Bu-
ku Nikah disimpan oleh

Tergugat II.

Bahwa Tergugat

I dan Tergugat Il menya-

takan tidak akan menga-

jukan bukti baik bukti
tertulis maupun saksi.

Bahwa Tergugat
tidak akan mengajukan
bukti lain lagi dan Peng-
gugat dan Tergugat I dan

Tergugat II member ke-

simpulan mohon putusan

yang seadiladilnya.

Bahwa untuk me-
nyingkat uraian putusan
ini menunjuk Kepala Be-
rita acara sidan

Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No.

merupakan satu kesatuan
dengan putusan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas

dapat di simpulkan bahwa permohonan
Penggugat dapat dilakukan sesuai dengan
peraturan yaitu Pasal 118 ayat (1) HIR dan
Pasal 142 ayat (1) RBg yang menentukan
bahwa surat permohonan dialamatkan
Kepada Ketua Pengadilan yaitu ketua
Pengadilan Agama Tanjung Karang. Da-
lam persidangan pertama Majelis Hakim
berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa
hukumnya masing-masing agar me-
ngakhiri sengketa akan tetapi usaha
tersebut tidak berhasil, pada persidangan
kedua terjadinya perubahan posita dan
patitum, pada persidangan ketiga tergugat
mengajukan jawaban atas gugatan Pe-
nggugat dan juga membenarkan gugatan
Penggugat, disamping pengakuan ada juga
gugatan penggugat yang di sangkal,
setelah tergugat selesai mengajukan ja-
waban atas gugatan tergugat selanjutnya
tergugat mengajukan jawaban rekonpensi,
pada persidangan keempat penggugat
mengajukan Replik, pada sidang kelima
tergugat I dan tergugat II mengajukan
Duplik. Untuk menguatkan dalii-dalil
gugatannya penggugat mengajukan alat-
alat bukti sebagaimana yang di atur dalam
Pasal 283-284 RBg dan mengajukan dua

orangsaksi. Bahwa Tergugat I dan
Tergugat II menyatakan tidak akan
mngajukan bukti baik bukti terulis

maupun saksi.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan
Pengadilan Agama Tanjungkarang
Nomor :157/Pdt.G/2006/PA. Tnk.

Setiap putusan hakim yang berupa
putusan akhir, harus didahului oleh kepala

157/Pdt.G/2006/PA.Tnk... (Erlina. B) 203



putusan yang berbunyi “DEMI KE-
ADILAN BERDASARKAN KETUHAN-
AN YANG MAHA ESA“ ini berarti,
setiapa hakim yang mengadili dan me-
mutuskan suatu perkara harus berlaku adil
dengan mengingat tanggung jawab diri
sendiri, dan tanggungjawab Kepada Tuhan
Yang Maha Esa. Menurut ketentuan Pasal
23 Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970, segala putusan pengadilan selain
harus memuat alasan-alasan dan dasar-
dasar putusan itu, sedangkan dasar hukum
tak tertulis dijadikan dasar untuk me-
ngadili. Alasan-alasan ini berupa uraian
tentang permohonan yang dimintakan
sampai pada uraian hasil pemeriksaan dan
pembuktiaan di persidangan. Sedang kan
dasar putusan, memuat uraian tentang
adanya hak atau hubungan hukum yang
menjadi dasar yuridis dari putusan. Uraian
itu disebut tentang hukumnya. Uraian
tentang kejadian dan tentang hukum ini
disebut considerens putusan atau per-
timbangan.

Dalam perkara Nomor : 157/Pdt.
G/2006/PA. Tnk, tentang pertimbangan
hukumnya :

Menimbang bahwa maksud dan
tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai-
mana tersebut diatas.

Dalam eksepsi , menimbang bahwa
gugatan eksepsi Tergugat I dan Tergugat
II dinyatakan di tolak.

Dalam Konpensi :

Menimbang bahwa karena pokok
perkara ini menyangkut Pembatalan Nikah
Orang yang beragama islam maka ber-
dasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 25
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7
Kompilasi hukum Islam maka perkara ini

termasuk wewenang Pengadilan Agama
Tanjung karang.

Menimbang, bahwa disetiap kali
persidangan telah diupayakan damai agar
permasalahan ini dapat diselesaikan secara
kekeluargaan oleh Penggugat konpensi
dan Tergugat Konpensi I akan tetapi usaha
tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan
bukti (pg.2) dan keterangan saksi dimuka
sidang terbukti antara penggugat Konpensi
dan tergugat konpensi I adalah suami isteri
yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan
bukti-bukti Pg.3, Pg.4 dan Pg.5 terbukti
selama perkawinan Penggugat Konpensi
dan Tergugat Konpensi I telah men-
dapatkan keturunan yaitu 3 (tiga) orang
anak yang bernama Melinda Rosyita
Anjani, Cahya Intan Meitasari dan
Amanda Maritza Amalia.

Menimbang, bahwa berdasarkan
keterangan saksi dan pengakuan tergugat
Konpensi [ benar antara Konpensi I dan
Sitergugat konpensi II telah menikah
bertempat dirumah keluarga Tergugat
konpensi II pada tanggal 22 April 2005
dengan wali ayah kandung tergugat
konpensi II.

Menimbang, bahwa berdasarkan
pengakuan Penggugat konpensi per-
kawinan antara tergugat konpensi I dan
tergugat konpensi II tidak ada persetujuan
dari penggugat konpensi dan tidak pernah
ada izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan
surat pernyataan Tergugat Konpensi I
maksud dan tujuan menikah dengan
tergugat konpensi II adalah untuk tidak
melakukan perbuatan zina.

Menimbang, bahwa dalam bukti
Pg.6 terbukti Tergugat Konpensi I adalah
melakukan kebohongan identitas, dengan
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status duda, padahal tergugt konpensi
masih terkait sebagai suami isteri yang
syah dengan Penggugat oleh karenanya
bukti tersebut dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan
fakta tersebut diatas Majelis Hakim
berpendapat bahwa Tergugat konpensi I
ingin beristeri lebih dari satu orang,
tidaklah memenuhi prosedur hukum
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh
karnanya gugatan Penggugat Konpensi
dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut diatas, gugatan
Penggugat Konpensi tidak
hukum maka Majelis Hakim menyatakan
terbukti perkawinan antara Tergugat
Konpensi I dan Tergugat Konpensi II
melanggar Undang-undang yang berlaku
di Indonesia khusus Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam oleh
karenanya gugatan Penggugat dapat
dikabulkan.

Dalam Rekonpensi :

Menimbang bahwa maksud dan
tujuan gugatan penggugat Rekonpensi /
Tergugat Konpensi I dan Tergugat
Konpensi II sebagaimana tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat
Rekonpensi I dan penggugat Re konpensi
II tidak mengharapkan per nikahan antara
penggugat Rekonpensi I dan Penggugat
Rekonpensi 11 yang terjadi pada tanggal 22
April 2005 dibatalkan karena tergugat
Rekonpensi | masih sangat senang dengan
tergugat Rekonpensi II.

Menimbang, bahwa Tergugat Re-
konpensi I dan Tergugat Rekonpensi II
dipersidangan tidak mengajuka alat bukti,
baik bukti tertulis maupun bukti saksi oleh
karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

melawan

gugatan balik Tergugat Rekonpensi I dan
Tergugat Rekonpensi II di kesampingkan.

Meimbang, bahwa Penggugat Re-
konpensi II tidak pernah hadir dalam
persidangan oleh karenanya keterangan
dan bantahannya terhadap saksi Tergugat
Rekonpensi tidak dapat didengar se-
dangkan Kuasa Hukum Penggugat Rekon-
pensi II hanya menyetujui semua kete-
rangan saksi Tergugat Rekonpensi oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat
gugatan Penggugat Rekonpensi II di
kesampingkan.

Dalam Konpensi dan Re konpensi :

Menimbang, bahwa perkara ini
termasuk dalam bidang perkawinan berd-
asarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon Konpensi/
Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan uraian di  atas,
menurut keterangan Pasal 49 (1) Undang-
undang Nomor.1 Tahun 1974 jo Pasal 38
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam
karena pokok perkara menyebut pem-
batalan Nikah orang yang beragama Islam
maka perkara ini termasuk wewenang
Pengadilan Agama Tanjung Karang ka-
rena salah satu Tergugat berdomisili
dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Tanjung Karang Kelas I A.

Mengacu Pasal 5 ayat (1) yang
intinya mengatakan “untuk dapat menga-
jukan permohonan kepada Pengadilan
untuk beristri lebih dari seorang harus ada
persetujuan dari istri yang sah” dan dalam
hal ini pihak Tergugat I tidak meminta izin
pada pihak Penggugat. Oleh karna itu
maka perkawinan yang telah dilakukan
antara_Tergugat I dengan Tergugat 11
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adalah perkawinan yang tidak sah secara
hukum. :

Berdasarkan bukti-bukti dan per-
timbangan hukum yang di tentukan dalam
persidangan adanya bukti bahwa tergugat I
telah melakukan kebohongan identitas,
dengan mengaku status duda padahal
antara Penggugat dan Tergugat I masih
terikat perkawinan yang sah maka per-
kawinan yang dilakukan antara Tergugat |
dan Tergugat II telah menyalahi prosedur
hukum.

Dan karna perkawinan yang dila-
kukan antara Tergugat I dan Tergugat II
tidak memenuhi syarat-syarat untuk me-
langsungkan perkawinan menurut Pasal 22
Undang-undag Nomor 1 Tahun 1974 yang
akibat hukumnya perkawinan dapat di-
batalkan.

Berdasarkan uraian diatas pern-
ikahan tersebut tidak sah dikarnakan
adanya pemalsuan identitas oleh Tergugat
I dengan status duda, sedangkan Tergugat
I masih mem punyai hubungan suami istri
yang sah, dengan penggugat. Selain itu
Tergugat I juga tidak ada persetujuan dari
istri yang sah (Penggugat), yang diatur
dalam pasal 5 ayat (1).

Akibat Putusan Pengadilan Agama
Nomor 157/Pdt.G/ 2006/PA.Tnk.

Tujuan Penggugat mengajukan gu-
gatan pembatalan perkawinan terhadap
Tergugat yang telah di daftarkan guga-
tannya pada Pengadilan Agama Tanjung
Karang, yang karna dianggap perkawinan
tersebut tidak memenuhi syarat-syarat
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Un-
dang-undang Nomor 1 Tahun 1974, se-
hingga mengakibatkan hakim memutus-
kan pembatalan perkawinan.

Dalam pernikahan Tergugat I dan
Tergugat II, Tergugat II tidak menuntut
nafkah lahir atau materi secara mutlak,
sehingga sejak per kawinan berlangsung
antara Tergugat I dan Tergugat II tidak
ada pembagian jadwal ataupun jatah
nafkah lahir maupun batin dari Tergugat I
untuk Tergugat II yang di tentukan. Bah-
kan Tergugat II tetap memberi dorongan
kepada Tergugat I agar selalu bekerja
dengan baik dan terus memelihara kehar-
monisan rumah tangganya dengan peng-
gugat dan anak-anaknya, sehingga dalam
pembatalan perkawinan antara Tergugat I
dengan Tergugat II yang dilakukan oleh
Penggugat tidak ada pembagian harta ben-
da antara Tergugat I dengan Tergugat II.

Hakim dalam mengeluarkan putu-
sannya akan mempertimbangkan secara
cermat, sechingga hakim dapat memberikan
suatu keputusan yang tepat dan seadil-
adilnya. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman menyata-
kan bahwa segala putusan Pengadilan
selain harus memuat alasan, dan dasar
putusan tersebut memuat pula Pasal
tertentu dari peraturan Perundang-un-
dangan yang bersangkutan atau sumber
hokum tak tertulis yang dijadikan dasar
untuk mengadili. Dengan adanya kepu-
tusan yang berupa putusan dari Pengadilan
Agama Tanjung Karang maka Penggugat
berkewajiban membayar ongkos perkara
sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh
puluh satu ribu rupiah).

Dalam Putusan Pengadilan Agama
Tanjung Karang Nomor 157/Pdt.G/2006/
PA.Tnk diputuskan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Tergugat I
Dan Tergugat II
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B. Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
dalam Konpensi

2. Membatalkan pernikahan Tergu-
gat I dalam Konpensi (Ir. H.
Rosyidul Umam Aly Pooly) de-
ngan tergugat II dalam Konpensi
(Siska Ariyanti Kusumayudha,
SH binti Ansory Kusumayudha)

yang terjadi pada tanggal 22

April 2005.

3. Menyatakan Akta Nikah Nomor
258/40/1V/2005 tanggal 25 April
2005 yang dicatat oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tan-
jung Karang Timur tidak berke-
kuatan hukum dan tidak me-
ngikat.
C. Dalam Rekonpensi
Menyatakan Gugatan Tergugat
I dalam konpensi/Penggugat dalam
Rekonpensi dan Tergugat II dalam
Konpensi/Penggugat dalam Rekon-
pensi ditolak
D. Dalam Konpensi dan Rekonpensi
Membebankan kepada pemo-
hon Konpensi/Tergugat Rekonpensi
untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh
puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan hasil Putusan Penga-
dilan Agama Tanjung Karang Nomor :
157/Pdt.G/2006/PA.Tnk, maka akibat
hukumnya adalah batalnya perkawinan
dan Tergugat dapat mengajukan upaya
hukum lain yaitu banding.pembebanan
biaya perkara dalam perkara perkawinan
dibebankan kepada pemohon/Penggugat,
hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
Sedangkan pada perkara selain perkara

dibebankan kepada pihak yang dikalah-
kan, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa pertimbangan Hakim dalam per-
kara tersebut telah sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan
yang dikaitkan dengan pokok bahasan
dapat diartikan beberapa kesimpulan :

a. Alasan diajukan permohanan pem-
batalan perkawinan dalam putus an
Pengadilan Agama Tanjung karang
Nomor 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk,
Bahwa selama berlangsung nya
perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat I tidak pernah sama sekali
mengalami masalah yang berarti
melainkan berlangsung dengan har-
monis serta Penggugat masih dalam
kondisi sehat wal afiat tanpa kurang
sesuatu apapun sehingga masih mam-
pu memenuhi segala kebutuhan suami
(Tergugat I) dan juga siap dalam men-
didik anak-anak namun tanpa setahu
dan tanpa seizin Penggugat ternyata
pada bulan April 2005 Tergugat I
telah melangsungkan perkawinan de-
ngan Tergugat II Penggugat tidak te-
rima adanya pernikahan antara Ter-
gugat I dan Tergugat II, karena tanpa
izin dari penggugat.

b. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan
Pengadilan Agama Tanjungkarang
Nomor :157/Pdt.G/2006/PA. Tnk,
pernikahan tersebut tidak sah dikarna-
kan adanya pemalsuan identitas oleh
Tergugat I dengan status duda, se-
dangkan Tergugat I masih mempunyai

istri yang sah,

hubungan suami

dengan penggugat. Seclain itu Tergu-

perkawinan, pembebanan biaya perkara gt juga,tidak ada persetouan fon
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istri yang sah (Penggugat), yang di-
atur dalam pasal 5 ayat (1). Pertim-
bangan hakim dengan mengabulkan
gugatan Penggugat dalam Konpensi
dan membatalkan perkawinan Ter-
gugat I dalam Konpensi dengan
Tergugat II dalam Konpensi, serta
Akta Nikah Nomor 258/40/1V/2005
tanggal 25 April 2005 yang dicatat
oleh KUA Kecamatan Tanjungkarang
Timur tidak berkekuatan hukum dan
tidak mengikat.

Akibat hukum pembatalan perkawin-
an dalam putusan Pengadilan Agama
Nomor 157/Pdt.G/2006/PA.Tnk, aki-
bat hukumnya adalah batalnya per-
kawinan dan Tergugat dapat menga-
jukan upaya hukum lain yaitu ban-
ding. pembebanan biaya perkara da-
lam perkara perkawinan dibebankan
kepada pemohon /Penggugat, hal ini
sesuai dengan Pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006. Sedangkan pada perkara selain
perkara perkawinan, pembebanan
biaya perkara dibebankan kepada
pihak yang dikalahkan, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa pertim-
bangan Hakim dalam perkara tersebut
telah  sesuai  dengan
Perundang-undangan yang berlaku.-
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